BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARIJO
NOMOR 39 TAHUN2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN

Menimbang :

Mengingat :

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARIJO

bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
undangan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan
terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat Il Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Sen E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 10);



Menetapkan :

21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015
Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIALPEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor
38), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

a.

b.
c.
d.

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lain;

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hokum Indonesia.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 5A yang
berbunyi sebagai berikut:

@

@

)

@

Pasal 5A

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga

pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam

daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka meneruskan hibah

yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
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b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam
Negeri,Gubernur atau Bupati/ Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan
berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/ atau
pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan
atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan
yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

@

®

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau

b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan
jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lain dan badan usaha milik negara

atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf d diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai

berikut:

a. telah dibentuk dengan akte notaris;

b. berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa
setempat atau sebutan lainnya;

d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh
Bupati;

e. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

f. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

g. memiliki tanah yang sah apabila hibah yang diajukan merupakan
pekerjaan konstruksi;

h. memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga/ organisasi
dan nomor NIK ketua.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf d diajukan dengan melampirkan persyaratan
sebagai berikut:

a. telah dibentuk dengan akte notaris;

b. berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;



c. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan pada kementerian
yangmembidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling
singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan;

d. memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh
Bupati;

e. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa
setempat atau sebutan lainnya;

f. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah Kabupaten Sidoarjo;

memiliki  tanah yang sah apabila hibah yang diajukan

merupakan pekerjaan konstruksi;

i. memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga/ organisasi
dan nomor NIK ketua.

>

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

@

@
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Pasal 7

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara
dan badan usaha milik daerah, dan/ atau badan, lembaga, dan
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat
menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati, yang
berisi latar belakang, maksud dan tujuan, susunan pengelola dana
hibah, domisili, bentuk kegiatan, rincian kegiatan, tanda tangan
nama calon penerima hibah.
Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima pada
Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah paling
lambat tanggal 7 bulan Mei.
Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan
oleh Pemerintah Pusat hanya untuk mendanai kegiatan dan/ atau
penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN dengan
melampirkan surat pernyataan bahwa usulan tersebut belum didanai
dari Kementerian/ Kementerian Lembaga/ Pusat/ tidak ada di DIPPA
induknya.

Terhadap usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Evaluasi oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

bertujuan untuk :

a. mengetahui pemenuhan persyaratan administrasi dan program/
kegiatan yang diusulkan beserta besaran biayanya.

b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan
standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah
Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat
dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga
pasar yang berlaku saat itu;

c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan
kegiatan dengan jenis kegiatannya;

d. memastikan keberadaan badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
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e. memastikan domisili/ alamat sekretariat (organisasi
kemasyarakatan) sebagaimana tercantum dalam proposal yang
diajukan oleh calon penerima hibah;

f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai
kebutuhan, antara lain :

1) foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;

2) foto copy pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum
dan HAM;

3) foto copy dokumen pendirian/ pembentukan organisasi
kemasyarakatan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai
pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukan/
pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang
dapat dipertanggungjawabkan;

4) surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik bagi organisasi kemasyarakatan;

5) foto copy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/
atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang
diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah (apabila kegiatan yang
diajukan merupakan pekerjaan Konstruksi);

6) foto copy Sertifikat Keahlian atau sekurang-kurangnya Surat
Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan
Bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani rencana
anggaran biaya apabila kegiatan yang diajukan merupakan
pekerjaan konstruksi;

7) foto copy rekening bank dan NPWP atas nama badan,
lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang spesimennya
pimpinan atas nama ketua dan bendahara.

Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, tidak dapat diberikan

apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah tersebut
merupakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan sudah menjadi program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui

TAPD.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas usulan hibah

diterima dan memenuhi syarat.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan prioritas dan kemampuan

keuangan daerah.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 ayat (2) berbunyi
sebagai berikut:

@

@

Pasal 10

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada
PPKD.

Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke

dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang

atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang

diserahkan.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

@

@

S

@

Pasal 17

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan
hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi.

Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum
mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh
penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
disusunnya laporan penggunaan hibah;

c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang
telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan
untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah
dan NPHD.

e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk
disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang
telah dilaksanakan;

f. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan/
ketua) serta stempel/ cap badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan;

g. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan;

Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan

penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah

yang membidangi dengan format sebagaimana tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Laporan penggunaan hibah berupa barang atau jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai

penggunaan hibah berupa barang yang telah sesuai dengan proposal
hibah barang yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan

NPHD serta ditandatangani oleh penerima hibah.
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Penyampaian laporan penggunaan hibah diatas 1 (satu) milyar
rupiah dilampiri hasil audit independen.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

@

Pasal 21

Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban
sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (3), maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan
tindakan kepada penerima hibah dengan tahapan sebagai berikut:

a. diberikan peringatan pertama secara tertulis;

b. diberikan peringatan kedua secara tertulis, apabila dalam waktu 2
(dua) minggu setelah peringatan pertama diterima tetapi tetap
tidak menyampaikan pertanggungjawaban;

c. dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua secara
tertulis  diterima, tetapi tetap tidak menyampaikan
pertanggungjawaban, Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten
Sidoarjo untuk melakukan audit
terhadap penerima hibah dimaksud.

Apabila setelah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan hibah dengan

peruntukannya maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

@

@
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Pasal 39

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat realisasi penggunaan
dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan
termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai
kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan
sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.

Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Kepala Perangkat
Daerah yang membidangi.

Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai
penggunaan bantuan sosial berupa barang yang telah sesuai dengan
proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah
Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial

dihapus.

Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.



9. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan
pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu sebagaimana
disebut dalam Pasal 43 ayat (3) maka PPKD melakukan tindakan
kepada penerima hibah dengan tahapan sebagai berikut:

a.
b.

diberikan peringatan pertama secara tertulis;

diberikan peringatan kedua secara tertulis, apabila dalam waktu
2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima tetapi tetap
tidak menyampaikan pertanggungjawaban;

dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua secara
tertulis diterima, tetapi tetap tidak menyampaikan
pertanggungjawaban, Bupati menugaskan Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan audit
terhadap penerima bantuan sosial dimaksud.

(2 Apabila setelah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d ditemukan ketidaksesuaian antara penggunaan bantuan
social dengan peruntukannya maka dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A
dikecualikan terhadap:

a.

d.

Organisasi Kemasyarakatan vyang telah berbadan hukum
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17
Tahun2013tentangOrganisasi Kemasyarakatan, diakui
keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013;

Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-
Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van
Vereenigingen) yang berdiri
sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan
konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya
sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

Organisasi Kemasyarakatan vyang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir
masa berlakunya; dan
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara
Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia
atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
diundangkan.
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(@ Hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan
sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016
dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(3 Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran
2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hibah dan bantuan
sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan
penyesuaian dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2016.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo

pada tanggal 20 Juli 2016

BUPATI SIDOARIJO,
ttd

SAIFUL ILAH
Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARIO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 39

NOREG PERBUP : 39 TAHUN 2016



